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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
dapat diselesaikan.

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan
bagian integral vang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan
prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan
dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran
mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima
tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya
diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi
rencana operasional tahunan.

Selain wuntuk mencapai sasaran pembangunan nasional,
pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil
pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar
masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi
Bupati dan wakil Bupati Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana
Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati
Sukoharjo untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, program pembangunan daerah dan program kewilayahan
disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
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Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 digunakan
sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Dacrah untuk periode
S (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2025-2029.

Sukoharjo, Maret 2025.

Tim Penyusun,
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah
merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan  pembangunan nasional dengan arah, tujuan,
kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan
tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan
untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang
diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai
rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara

kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional
tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional,
pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-
hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan
merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai
dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Sukoharjo
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun
Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati
Sukoharjo untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program pembangunan daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
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Penyusunan  RBJIMD  Kabupaten  Sukoharjo Tahun  2025-2029
dilakukan  secara partisipatif  dengan  mehbatkan  seluruh
pemangku  Kepentingan  pembangunan,  serta mengacu  pada
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPIJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 digunakan
sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan
tahun 2029 dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun
anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2025-2029.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo
dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat terarah,
berkesinambungan, efektif, dan efisien, serta dapat
mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka diperlukan
perencanaan yang komprehensif dan sistematis melalui
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan daerah
sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang
didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten
Sukoharjo sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk
memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJMD adalah merupakan penjabaran
dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Kepala
daerah Tahun 2024, memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah
Kebijakan, Pembangunan Dacrah dan Keuangan Daerah, serta
Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2029 dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan
RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan
KLHS.

Adapun tujuan disusunnya RPJMD, scbagai:

1. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan
Tahun 2029;

2. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai
periode RPJMD;

pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;

acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD;
dan

5. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sesuai periode RPJMD. adalah untuk menjabarkan program
pembangunan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021-2026, menentukan arah kebijakan
pembangunan daerah tahun 2025 dan mewujudkan rencana
program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun
2025.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Batang dengan mengubah UndangUndang No. 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaramRepublik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);
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BAB I1
POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyvusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah
Daerah (RPUJMD) untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dalam
kurun waktu S5 tahun ke depan dapat terarah,
berkesinambungan, efektif, dan efisien, serta  dapat
mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka diperlukan
perencanaan yang komprehensif dan sistematis melalui
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1

Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan
alasan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, antara lain :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah UndangUndang
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

——
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¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NegaramRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);
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BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program
Bupati terpilih hasil pemilihan Kepala daerah Tahun 2024 yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan,
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu S5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2029. disusun dengan berpedoman pada RPJPD,
RTRW, dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah dan KLHS.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

a. Penyusunan Rancangan Teknokratis

Penyusunan Rancangan awal

Penyusunan Konsultasi Publik

Kesepakatan rancangan awal dengan DPRD Kabupaten
Sukoharjo

Konsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah

Penyusunan rancangan

Musrenbang

Pembahasan dan Kesepakatan di DPRD Kabupaten
Sukoharjo

Evaluasi Gubernur Jawa Tengah

Penetapan Peraturan daerah

=

= R )

G e
. .

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi)
yang digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2025-2029, yaitu:

a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah  Daerah adalah  Bupati  sebagai  unsur
penyelenggara  Pemerintahan Dacrah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah otonom.
Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN,
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan Tahun 2029.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya
disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan Tahun 2029.
. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten  Sukoharjo = Tahun 2025-2045, yang
selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun
2045.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun
2029.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
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. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya  tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai
instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran
RPJMD.

. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil
realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan
tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
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Muatan Materi yang diatur:

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini terdiri dari:
Ketentuan Umum
RPJMD
Pengendaliann dan Evaluasi
Perubahan RPJMD

Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup

o Qo0
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2029,

2. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu S (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan
Tahun 2029;

b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah
sesuai periode RPJMD;

c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;

d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD;
dan

e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sesuai periode RPJMD.

B. Saran

Setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029 menjadi dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan
Tahun 2029.

ALA BAPPERIDA

\\:?5‘?' \bina Utama Muda
NIP. 419681019 198803 1 002
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DAFTAR PUSTAKA

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang
dengan mengubah UndangUndang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran NegaramRepublik Indonesia Nomor
5587) schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6865).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
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